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1. Visi, Misi dan Tujuan UHM 

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra 

UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut: 

 

Visi: 

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: ‘Menjadi Universitas Unggul  

Menghasilkan Sumber Daya Manusia Technopreneurship berbasis Teknologi 

Informasi Tahun 2047’ 

 

Misi: 

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian 

visinya adalah:  

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran 

yang bermutu bercirikan Technoprenership. 

2. Melaksanakan penelitian dalam bidang Technoprenership yang dapat menciptakan 

lapangan kerja baru. 

3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan 

persoalan masyarakat bercirikan Technoprenership.  

4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (good university governance) 

dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi. 

 

Tujuan: 

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai 

adalah:  

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan 

hukum yang berjiwa enterpreneurship. 

2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan 

hukum yang berjiwa enterpreneurship. 

3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat berbasis teknologi informasi. 

4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan 

kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada 

masyarakat. 

5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi. 

 

2. Rasional 

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan salah satu kegiatan utama dari 

Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil PkM dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan 

untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan 

pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan Pengabdian 

kepada Masyarakat yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara 

sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu 

standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut pelaksanaan kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang baik akan 

menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu dan berdaya saing. Standar 

proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

pelaporan, dan peningkatan PkM. 

 

 



3. Pihak yang bertanggungjawab 

Pihak-pihak yang bertangggungjawab dalam pemenuhan standar adalah 

a. Rektor  

b. Wakil Rektor  

c. Dekan/ Direktur Pascasarjana 

d. Ka Prodi  

e. Dosen  

f. Kepala LPPM 

g. Kepala LPMI 

 

4. Defenisi istilah 

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut: 

a. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa  

b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan  

c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik  

d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan. 

 

5. Pernyataan isi Standar Penilaian 

a. Kepala LPPM memiliki kriteria minimal kemampuan pelaksana PkM untuk 

melaksanakan pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.  

b. Kepala LPPM memastikan bahwa kebijakan Pengabdian pada masyarakat dilakukan 

dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni setiap tahunnya.  

c. Kepala LPPM menetapkan bahwa strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian pada 

masyarakat, ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan UHM setiap tahunnya. 

d. Kepala LPPM membentuk tim reviewer dalam rangka meningkatkan kualitas 

pengabdian pada masyarakat setiap tahunnya. 

e. Kepala LPPM menetapkan Pengabdian pada masyarakat dilakukan sesuai dengan 

ketentuan pada Pedoman Pengabdian pada masyarakat UHM setiap tahunnya. 

f. Kepala LPPM menetapkan bahwa para pelaksana pengabdian pada masyarakat wajib 

menyerahkan laporan ke Kepala Pusat Penelitian & PkM setiap akhir periode. 

g. Kepala LPPM membuat kebijakan bahwa Pengabdian pada masyarakat wajib 

melibatkan mahasiswa setiap tahunnya. 

h. Kepala LPPM memfasilitasi dalam menjalin hubungan kerjasama pengabdian pada 

masyarakat dengan perguruan tinggi/instansi lain untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas kinerja dan hasil pengabdian pada masyarakat.   

(1) Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada 

kebutuhan nyata dalam masyarakat.   

(2) Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau 

peningkatan kesejahteraan Masyarakat  
yang dilaksanakan setiap tahunnya. 

i. Pelaksana PkM wajib menguasai metode penerapan ilmu yang sesuai dengan 

keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan 

setiap tahunnya. 

j. Pelaksana PkM memiliki kompetensi multidisiplin sesuai bidang yang diusulkan 

setiap tahunnya. 



k. Kepala LPPM, ketua program studi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan 

dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara 

proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat 

setiap tahunnya. 

l. Kepala LPPM melaksanakan upaya monitoring evaluasi dan penilaian pengabdian 

pada Masyarakat setiap tahunnya. 

 

6. Srategi Pencapaian Standar Penilaian 

a. Kepala LPPM melakukan sosialisasi Standar Pelaksanaan Kepada Masyarakat, 

b. Kepala LPPM menyelenggarakan pelatihan metodelogi PkM 

c. Kepala LPPM menyeleksi usulan PkM dengan kompetensi pelaksana PkM 

d. Kepala LPPM dan ketua program studi memfasilitasi kegiatan, sarana dan prasarana 

serta penilaian kegiatan pengabdian pada Masyarakat 

 

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian 

Indikator Kinerja Indikator 

Tersedianya pedoman tertulis tentang 

perumusan, sosialisasi, pemenuhan, 

penelaahan serta prosedur operasional 

baku tentang penilaian pengabdian kepada 

Masyarakat 

Tersedia 

Tersedianya acuan penilaian pengusulan, 

pelaksanaan dan pertanggungjawab an 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

Tersedia 

Tersedianya instrumen penilaian 

pengabdian kepada masyarakat 

Tersedia 

Tersedianya tim penilaian pengabdian 

kepada masyarakat yang disahkan dengan 

SK Rektor 

Tersedia 

Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan 

penilaian pengabdian kepada masyarakat 

Tersedia 

Terselenggaranya kegiatan penilaian 

proses pengabdian kepada masyarakat 

baik untuk kegiatan yang didanai maupun 

yang mandiri 

Tersedia 

Terpublikasikannya hasil penilaian 

pengabdian kepada masyarakat 

Tersedia 

Terselenggaranya monitoring dan evaluasi 

secara berkala atas kegiatan penilaian 

pengabdian kepada masyarakat 

Tersedia 

 

8. Dokumen Terkait 

Dokumen yang terkait dengan standar ini adalah: 

a. Pedoman PkM 

2. RIP/Renstra PkM 

3. Statuta UHM 

4. Renstra UHM 
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